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PENGANTAR

Laporan penerapan Tata Kelola bagi PT BPR BKK Purbalingga merupakan kewajiban BPR
dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penyusunan pelaporan ini Direksi terus berusaha melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu penyempurnaan
diutamakan pada penerapan Tata Kelola itu sendiri yang merupakan Komitmen BPR untuk
menjadi lebih baik.

Tata Kelola yang Baik bagi sebuah lembaga Perbankan sangat penting, karena merupakan
pedoman perusahaan yang memastikan para Pengurus dan pengelola selalu mentaati kaidah dan
aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu agar efektif dalam penerapannya Tata Kelola harus
menjadi prinsip dan Pedoman, serta Budaya yang melekat pada setiap Pengurus dan
Karyawan/Karyawati PT BPR BKK Purbalingga.

Metode pengukuran penerapan tata Kelola yang dilakukan adalah dengan menilai sendiri
(Self Assesment) terhadap faktor-faktor utama yang menyangkut Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR BKK Purbalingga disusun selaras dengan
S0JK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Senkut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola selama tahun 2020 meliputi ;
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

m o>

Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota

Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

'

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

@

Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan

Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang saham BPR




=

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

.

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Frekuensi Rapat Pengurus

Jumlah Penyimpangan Intern

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

2 E T BT

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun
Penerima Dana

O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan Perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Tugas,
Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab meliputi ;

1. Tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional PT BPR BKK Purbalingga.

2. Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

3. Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang
Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank.

Untuk melaksanakan tugas, Direksi mempunyai fungsi ;

I. pelaksanaan manajemen PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan kebijakan umum dari
Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

2. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR
BKK Purbalingga berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris;

3. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan perubahannya kepada
Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham;

4. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;



6. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan;

7. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang saham melalui Dewan
Komisaris;

8. penyusunan dan penyampaian laporan lainnya sesuai dengan ketentuan

yangberlaku Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut ;

1. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK Purbalingga;

2. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR BKK Purbalingga berdasarkan
ketentuan kepegawaian yang ditetapkan;

3. menetapkan tata tertib PT BPR BKK Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-Undangan yang berlaku;

4. mewakili PT BPR BKK Purbalingga di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila
dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR
BKK Purbalingga,

5. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris
dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
Undangan;

6. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas
aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK Purbalingga bedasarkan ketentuan
yang berlaku;

7. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK Purbalingga
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

8. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PT BPR BKK Purbalingga;

9. melaporkan pelakanaan wewenang kepada Pemegang Saham melalui Dewan

Komisaris Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab
kepada Pemegang

Saham atau RUPS melalui Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Direksi dilakukan

secara tertulis yang ditandatanganioleh semua Direksi.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 susunan Direksi PT BPR BKK
Purbalingga (Perseroda) adalah sebagai berikut ;




' 1 | SUPRIYONO, SH | Direktur Utama 15 September 2017 s/d 15
i September 2022
2 [SUTOYO, SE Direktur Umum dan Kepatuhan | 19 Desember 2019 s/d 19
L Desember 2023
i 3 RUDIYANTO, SH | Direktur Pemasaran 19 Desember 2019 s/d 19
| Desember 2023

Dengan telah terpenuhinya jabatan Direksi dan adanya Direktur Umum dan
Kepatuhan, maka Jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak lagi
dijabat oleh Direktur Utama. Direktur Umum dan Kepatuhan memiliki profisonalisme
vang tinggl karena merupakan jabatan karir yang semula menjabat Kepala Bidang
Umum, Akuntansi dan SDM di PT BPR BKK Purwokerto.

Disamping itu jabatan Direktur Utama yang telah dijabat dalam 2 periode, juga
memiliki profesionalisme dan pengalaman cukup memadai. Untuk meningkatkan
pengetahuan dan profionalismenya Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan

diantaranya ;

No Topik/Pelatihan Tanggal

1 Pelatihan Certif Direksi I1 09 Januari 2020

2 Pendidikan Tatakelola dan Manajemen Risiko 19 Pebruari 2020
13 Workshop Dampak Pandemi Covid-19 terhadap KAP 11 Agustus 2020

- Sosialisasi Digitalisasi Banking. 14 Agustus 2020

Direksi juga telah menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Iiewan Komisaris diantaranya ;
1. Melakukan Asistensi dan permintaan Komitmen Pemimpin Cabang KPO
2. Melakukan Assesment terhadap Pejabat Eksekutif, dan memberikan motivasi serta
teguran dan sangsi kepada mereka yang kenirjanya belum optimal ataupun

melakukan Fraud.

8. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan
oelh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap
Direksi dan Karyawan/Karyawati PT BPR BKK Purbalingga.

Untuk itu Dewan Komisaris :




w

Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham,
Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK
Purbalingga;

Menyetujui Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang disusun leh

Direksi Dalam menjalankan Tugas, Dewan Komisaris mempunyai

fungsi :
1. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK Purbalingga;
2. pengawasan atas pengurusan PT BPR BKK Purbalingga;
3. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PT BPR BKK Purbalingga;
4. pembinaan dan pengembangan PT BPR BKK Purbalingga.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

membahas dan menyetujui Rencana Bisnis sebelum disampaikan kepada Pemegang
Saham atau RUPS untuk mendapatkan pegesahan;

meneliti [aporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi:

memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada
Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR
BKK Purbalingga;

meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
pengurusan dan pengelolaan PT BPR BKK Purbalingga;

memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas
pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana
Bisnis tahun buku berikutnya;

memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi
dalam forum RUPS;

memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi bedasarkan
amanat RUPS;

mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham
melalui RUPS;

memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak

berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.




Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara
tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang

Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut ;

"1 | Ir. SUGENG RIYANTO, MSc | ' 28 Februari 2020 s/d 28

Komisaris
Utama Februari 2024
2 | Drs. BUDI SUSETYONO, MPA | Komisaris 06 April 2019 s/d 06
April 2023
3 | ULIL ARCHAM, SE., M.Si Komisaris 30 April 2020 s/d 30
Independen April 2024

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyetujui beberapa ketentuan

diantaranya Peraturan Direksi;
1. Perdir SOP Penerapan Manajemen Risiko.

Pedoman Kebijakan Penerapan APU dan PPT
Pengaduan Konsumen
Struktur Organisasi dan tata Kerja
Kewajiban LHKPN
Pedoman Pengelolaan Uang Muka
Pdeoman Tuntutan Ganti Rugi
Pedoman Hapus Buku

0 88 53 Oy A s B2 ba

Pedoman penanganan Dampak COVID-19

—_—
o

. Asuransi Debitur

—_—
—

. SOP Layanan antrian Nasabah
. SOP Teller

—
Ly M2

. Sistem dan Prosedur Perkreditan

._.
~

. Pedoman Kebijakan Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

it
N

. Subsidi Bunga Pemerintah Pusat




C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT BPR BKK Purbalingga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.
61.139.574.716,-. Sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan _
Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau
Risiko, namun telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang dijabat oleh Pejabat Eksekutif.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
Direksi tidak memiliki Saham di PT BPR BKK Purbalingga

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI
LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya,

anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya,

anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di PT BPR BKK Purbalingga

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN,
ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak memiliki hubungan keuangan.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS
Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.




(Dalam ribuan Rupiah)

~ Jenis Remunerasi dan Fasili

Jumlah keseluruhan gaji T 346280 1.103.700

Tunjangan
Tantiem 50.112 407.157

. Kompensasi berbasis saham

' Remunerasi berdasarkan RUPS dengan
memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab

'~ dan risiko

 Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang,

' antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi

- kesehatan

I RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah dilakukannya
Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah: )
a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah | 10:1

b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 +1
¢) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 :1

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 25:1
e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3:1

J. FREKUENSI RAPAT PENGURUS
Rapat-rapat Pengurus pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No Topik Rapat ! Tanggal Peserta
1 Evaluasi Kinerja - 4 Maret 2020 S orang
2 | Tindak lanjut exit meeting OJK 10 Juni 2020 S orang
3 Penghapusan Inventaris dan 17 Juli 2020 6 orang
Penghapusbukuan Kredit Macet
' 4 | Penataan Pegawai 7 Agustus 2020 | 6 orang




x -
5 | Persiapan Pembinaan Pemimpin Cabang 20 Oktober 2020 | 6 orang
6 | Evaluasi Kinerja dan RBB 24 Nopember 6 orang

2020
Jumlah rapat 6
Kehadiran Pengurus pada Rapat Pengurus:
Nama Anggota Pengurus Jumlah | Jumlah Persentase
; Rapat Kehadiran ¥ ohadiran
Ir. Sugeng Riyanto, M.Sc 6 5 83 %
Drs. Budi Susetyono, MPA 6 6 100 %
Ulil Arrg:ha.m., SE., M.Si 6 4 66 %
Supriypno, SH 6 6 100 %
Sutoyd, SE 6 6 100 %
Rudiyznto, SH 6 6 100 %
Total rapat per tahun 6

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA

PENYELESAIAN OLEH BPR
Internal Fraud Jumlah kasus yang
dilakukan oleh
o ) Pegawai
dalam 1 tahun Direksi Dewan Pegawai Tetap Tidak
Komisaris Tetap
201 2020 | 2019 | 2020 | 2019 2020 2019 | 2020
9 .
Total Fraud 1
Telah
Diselesaikan

Dalam proses
penyelesaian
internal BPR
Belum
diupayakan
penyelesaiannya
Telah
ditindaklanjut

i melalui

proses
hukum




L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN
OLEH BPR

Jumlah

Permasalahan .
Hukum Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang - -
tetap)

Dalam proses penyelesaian - -

Total < -

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Selamatahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN
POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No Nama Penerima  |{Jumlah (Juta Rp) Tanggal
Nihil Nihil thil
Nihil Nihil Nihil

O. HASIL PENILAI AN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

(terlampir)

Purbalingga, 30 April 2021

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURBALINGGA (Perseroda),

omisaris Utama
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Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Profil BPR

Nama BPR PT BPR BKK PURBALINGGA

Alamat BPR J1. Jenderal Sudirman 109 Purbalingga
Posisi Laporan Desember, 2020

Modal Inti BPR Rp61.139.574.716

Total Aset BPR Rp415.309.142.632

Bobot Faktor BPR c
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© Kriterla/Indikator

1 |Pelaksanaan Tugas

dan Tan Jawsb Direkal

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direksi PT BPR BKK Purbalingga telah
terpenuhi 3 Orang, dan salah satu Direktur
menjabat Direktur Umum dan Kepatuhan

2)

Seluruh  anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

Anggota Direksi bertempat tinggal di
Wilayah Kabupaten yang sama dengan
Kantor Pusat, hanya 1 Direksi bertempat
tinggal di Kabupaten berbatasan dengan
Kabupaten Purbalingga

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi danj/atau
ANgLO ewa isaris.

S)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau  penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
vang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

Direksi tidak menggunakan penasehat
perorangan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhicr masa
jabatannya.

Anggota Direksi telah lulus Fit and Proper
Test dan di RUPS-kan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

X3

dx4

14]

Hasil perkalian untuk masing-masing
Penerapan

Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanyaan (S): 6

jumlah

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

0,50




© Kriteria/Indlkator

Polaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

Direksi telah melaksanakan tugas secara
independen

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan
auditor

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

Direksi telah menyediakan data yang
lengkap dan akurat

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis  dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.

Pengambilan Keputusan telah dilakukan
dengan musyawarah mufakat

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BFR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya vang ditetapkan RUPS.

Direksi tidak menggunakan kepentingan
BPR untuk kepentingan pribadi

12)

Anggota Direksi membudavakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
knalitas individn

Pendidikan dan latihan dalam rangka
pengembangan SDM dilakukan secara
berkelanjutan

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-

Dalam implementasi Kompetensi mesih
terus ditingkatkan

14)

hatian

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
raturan rapat.

Direksi telah memiliki Job Diskripsi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5 |

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyvaan [S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (8): 40%
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dircksi

C. Haslil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Tahunan

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian.

Direksi mensosialisasikan kebijakan
kepegawaian

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam
Notulen Rapat

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Peningkatan kinerja yvang ditunjukkan
dengan peningkatan Aset

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Akan dipenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanvaan (S): 5 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.18
Kelola (S): 10% '

Penjumlahan § + P+ H 1,23
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot 0,27

Faktor 1




No| -

| Hrlteria/Indikator

.Pe-luhanr - nn ‘I‘u!n dan Tnngun " ;ngub Dewan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.

Komisaris telah terpenuhi sesuai dengan ket

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Jumlah Direksi 3 orang dan Dewan
Komisaris hanya 1 orang

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uiji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.

Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Fit
and Proper Test dan telah di-RUPS-kan

4)

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain vang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Semua Komisaris bertempat tinggal di
Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat

5)

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
ruplah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai den

6)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.

Telah disusun dan dimiliki

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)
BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau
pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank
Umum

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
lebih dari 2 BPR/BPRS

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan
keluarga

9)

Seluruh  Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan  keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen,

Tidak memiliki Komisaris Independen

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 9

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%




No Kriteria/Indikator S8 [ B [cE [k 78] = Keterangan

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan pemeriksaan secara periodik
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis v

terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.

11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan
Komisaris mengarahkan, memantau dan 5 dan pemeriksaan secara periodik
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam kegiatan yang bersifat operasional BFR

hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain v
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Sudah dilaksanakan
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan v
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu vang cukup Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 3 bulan sekali
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
I Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan v

‘ vang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

| 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang Keputusan Rapat Komisaris dilakukan
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan dengan musyawarah mufakat

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai| Vv
ketentuan yang berlaknu dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

16) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak untuk kepentingan pribadi

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima v
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17) |Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan Sudah dilaksanakan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

———

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5s
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala|] 2 12 0 0 o]
Penerapan ;
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.75
pertanyaan (S): 8 !
Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastruktur Tata
l Kelola (S): 40%

| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

] 18) [Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dalam Notulen Rapat

} jelas, termasuk dissenting opinions vang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

0,70

.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|ex3|dx4]exs
Hasil perkalian untuk masing-masing  Skala 0 2 0 0 o
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 1 %40
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 10% 020
Penjumlahan S + P + H 1,46

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
0,24
Faktor 2




Kriteria/Indikator

Kelengkapan dan Pelaksanaan TB!'-’ atau Fungsi

A, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

i
|

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|[bx2|cx3|dx4]|ex$S
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 o 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
| pertanvaan (S): 1 1
| \ \Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 060
£ Kelola (S): 50% :
| |B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |Komite Audit melakukan evaluasi terhadap -
penerapan fungsi audit intern.
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi -
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang -
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
keria.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5 |
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala o o 0 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (S): 40%
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
5) |Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan -
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl |bx2]|ex3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0
| Penerapan
{ Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
| Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (S): 10%
| Penjumiahan S + P + H 0,00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan der.gan bobot 0,00

Faktor 3




© Kriteria/Indikator

Penanganan Benturan Kepentin

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus

dan pegawai BPR|"

Sudah ada

termasuk administrasi, dokumentasi dan ¥
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
i L. - -
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5 Pt tiean
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 2 0 0 o |
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2,00
| pertanvaan (S): 1
| Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
| Kelola (S): 50% ’
{ B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
| 2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Sudah dilaksanakan
i Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
| Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat =
| merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
| Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax]|bx2|cx3]|dx4]ex5
| Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 2 o o 0
Penerapan =
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
1 Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
i pertanyaan (S): 1
" Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,80
| Kelola (S): 40%
____|C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
I 3) |Benturan kepentingan vang dapat merugikan BPR Dalam penataan
| atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan v
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi
dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax]|bx2|cx3|dx4)lex5 i
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 2 ) 0 0 % =
Penerapan ;
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Faktor 4

0,20
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S+ P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 0.22




Kriteria/Indikator

R e

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

r yang membawahkan fungsi Kepatuhan Ind

penghimpunan dan penyaluran dana; dan ¥
c¢. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Direktur Kepatuhan telah memahami ketenti
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa %
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
vang berkaitan dengan perbankan.

3) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dilaksanakan dengan penunjukan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah): Pejabat Eksekutif
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk  satuan kerja  kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

BPFR dengan modal inti kurang dari v
RpS0.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Sudah dilaksanakan
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau “
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, Sudah ada
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja v
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3]|dx4]|ex5 |

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 8 0 0 0 An
Penerapan :
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 18
pertanyaan (S): 5 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80

Kelola (8]: 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan

CB |

ald

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

6)

Anggota  Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan  perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
VA,

7)

Telah menetapkan ketentuan

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Telah dilakukan pelatihan dan sosialisiasi

8)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk
melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.

Sudah dilaksanakan

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.

Sudah dilaksanakan

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau  merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan  kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): §

2,2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%

0,88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

Dilakukan secara bertahap

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komigaris.

Akan dilaksanakan

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Akan dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola [S): 10%

0,20

Penjumlahan S+ P+ H

1,98

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot

Faktor S

0,22




! ! Skala Penerapan | - ' P
No Kriteria/Indikator Fes B | cB B T8 | Kebsiongas
12 3 4 | B :

6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah memiliki SKAI
Rp50.000.000.000,00 {lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab Sedang dalam proses penyusunan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah pengkinian pedoman

memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

3) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab Sudah dilaksanakan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja| Vv
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab Sudah dilaksanakan
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. v

5) |BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan Dalam proses penyusunan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi v
audit intern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|lexS
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 3 2 3 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,60
pertanvaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80

Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan Sudah dilaksanakan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
vang secara langsung  diperkirakan - dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

7) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dilaksanakan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah}:
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan| Vv
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.

8) |Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) Sudah dilaksanakan
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program v
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

9) |BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan Pelatihan berkala
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

rtanvaan (S): 4 1,75

Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastruktur Tata

0,7
| Kelola (S): 40% 70




No

Kriteria/Indikator

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
mem y i

Sudah dilaksanakan

11)

bawahkan funesi Kepatuhan
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilaksanakan

12)

BPR dengan modal inti paling  sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilaksanakan

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAl kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

ex5 [

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): 4 :
Dikali dengan bebot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% :
Penjumlahan S + P + H 1,60
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot 018

Faktor 6




Kiltesla/Indlkator "= &

Penerapan Fungsl Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,

standar profesional akuntan publik, dan komunikasi

antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
sud

Telah dilaksanakann sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BFR,
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris

Telah dilaksanakann sesuai ketentuan

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakann sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Kelola [S]: 40%

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,00
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPFR dan
disampaikan secara tepat waktu kepada BFR oleh
KAP vane ditunjuk

Telah dilaksanakann sesuai ketentuan

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakann sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Faktor 7

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% !
Penjumlahan S + P+ H 1,00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0,03




Skala Penerapan

Keterangan

Kelola [S): 50%

No Kriteria/Indikator SB | B [cB | KB | TB
i { 1 2 3 4 | 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Dijabat oleh Pejabat Eksekutif
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah): v
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif]
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Telah memiliki Pedoman Kebijakan
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. v

3) |BPR memiliki kebjjakan dan prosedur secara tertulis Telah memiliki Pedoman
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada i
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2]lcx3|dx4]ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0 2
Penerapan :
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00

- pertanyaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00




Skala Penerapan el

No Kriteria/Indlkator @ 8 [cE | ®s [ T8 ] . Keterangan
; ; G A R R e
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi vang
memerlukan persetujuan Direksi.

Telah disusun dan dievaluasi

5)

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

¢. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Telah menyetujui Pedoman Kebijakan

6)

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

Telah dilakukan identifikasi, pengukuran, pe

7)

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menveluruh.

Telah memiliki Pengndalian Intern

8)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

9

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem  informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini. dan utuh.

Telah tersedia

10)

Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.

Dilakukan secara bertahap

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax] |bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Kelola (S): 40%

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanyaan (S): 7 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

T

11)

BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah menyusun dan melaporkan

12)

BPR menyusun laporan preduk dan aktivitas baru
vang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax]l|bx2|cx3|dx4]|ex5

Hasil ~ perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Faktor 8

0,01
Kelola (S): 10% o0
Penjumlahan S+ P+ H 0,00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot 0,00




—‘

; E2h Skala Penerapan = =~
Kriteria/Indikator ; AR B ] OB KB

i Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Sudah dilaksanakan
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut v
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|cx3|dx4|ex5 |
Hasil  perkalian untuk masing-masing  Skala 0 2 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

] Perhitungan  rata-rata  dengan dibagi  jumlah 2.00

pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

1,00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Sudah dilaksanakan dengan merevisi
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar Pedoman Kebijakan Perkreditan
| disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

|3) [Proses pemberian kredit olsh BPR kepada pihak Sudah dilaksanakan
| terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi  ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.

JumlahjawabanpadaSkalaPenerapan axl|bx2cx3|dx4|[ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

0,80
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4] |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Sudah dilaksanakan
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan v
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan,
S |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK Sudah dilaksanakan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. - ¥
Jumlah i ax]llbx2|cx3|dx4]exs [T e
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala o a4 0 o o
Penerapan [las sy
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi  jumlah 2.00
pertanyaan (S): 2 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20

Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P+ H 2,00

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot

0,17
Faktor 9




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan
B ] . CB | KB

TB |
2 3 4 {

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.

Sudah dilakasanakan

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilakasanakan

3)

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

saham

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing
Penerapan

Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanyaan (S): 3

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal vang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan

c

3)

Sesuai dengan ketentuan

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5s

Hasil perkalian untuk masing-masing
Penerapan

Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 2

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrultur Tata
Kelola (S): 40%

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

0,80

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing
Penerapan

Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanyaan (S): 1

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S+ P+ H

2,00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot

Faktor 10

0,17

Ketenngan

Belum sepenuhnya didukung pemegang




T : i y . Skala Penerapan
Kriteria/Indikator = = G G T e R R
I 1 2 3 4

Keterangan =

at'.f}

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen  yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yvang lengkap, akurat,
kini, dan utuh

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2[cx3|dx4]ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 2 o 0 0
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2,00
pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

1,00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap Sudah dilaksanakan
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan| v
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi Sudah dilaksanakan
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek| Vv
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan,

4) |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai Sudah dilaksanakan
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata v
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata Sudah dilaksanakan
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|lex5 :
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala ¥

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,50
pertanyaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) [Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi Sudah dilaksanakan
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu v
kepada  Otoritas Jasa  Keuangan danj/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

0,60

Keuangan
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian sudah dilaksanakan
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut  pelayanan dan penyelesaian pengaduan v
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 5 0 0 0
Penerapan AR
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.50
pertanvaan (S): 2 ¥
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.15
Kelola (S): 10% '
Penjumlahan S+ P+ H 1,75
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0.15
i Faktor 11 '




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR |

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0,27 | 0,24 -] 0,22 0,22| 0,18| 0,03 -1 0,17] 0,17} 0,15 1,64
Predikat Komposit Sangat Baik

Pibandingkan Penilain sebelumnyva, penilian Tata Kelola Tahun 2019 mengalami sedikii
peanmgkatan oleh kKarena telah terpenubinya Jabatan bDiveksi. Namun di sisi yang lain
Keanggotaan Dewan Komisaris masih kurang. Hal ini menjadi catatan penting bagi

Manajemen untuk mensusulkan kemball kepada para Penegang Saham agar seeern




OTORITAS
QK
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PT BPR BKK PURBALINGGA

Alamat BPR J1. Jenderal Sudirman 109 Purbalingga
Posisi Laporan Desember, 2020

Modal Inti BPR Rp61.139.574.716

:i:;:)ta.l Aset BPR Rp415.309.142.632

Bobot BPR c




Kriteria/Indikator

-lgf

Pelaks

Tuges dan Tanggung Jawab ﬁlulul

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola ()

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang wembawahkan fungsi kepatuhan.

Direksi PT BPR BKK Purbalingga telah terpenuhi 3
Orang, dan salah satu Direktur menjabat Direktur
Umum dan Kepatuhan

2)

Seluruh  anggota  Direksi  bertempat  tinggal  di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Anggota Direksi bertempat tinggal di Wlayah
Kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat, hanva 1
Direksi bertempat tinggal di Kabupaten berbatasan
dengan Kabupaten Purbalingga

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank danjatau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan

4

Mayoritas anggota Dircksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi danfatan anggota Dewan
Komisaris.

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

5)

Direksi  tidak menggunakan penasihal  perorangan
dan/atau penyedia jasa piofesional scbagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karmakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta  biaya; dan  perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak mdependen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek vang hersifat khusus
dimaksud.

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangarn

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Dircksi telah ditetapkan oleh
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan
di RUPS-kan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6 §

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Ta
Kelola (8): 50%




iy b |

_Skala Penerapan
Kriteria/Indlkator (s8] B [ o8 | kB

reliog 3 | a

Keterangan

alg|

1 |Pelaksanaan dan ng Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Dircksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah melaksanakan tugas secara independen
secara independen dan tidak memberikan kuasa nmum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan| v
wewenang tanpa batas,

8) [Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan auditor
dari Pejabat Eksekutif vang ditunjuk sebagai auditor|
intern, auditor ckstern, dan hasil pengawasan Otoritas|
Jasa Kenangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9) |Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, Direksi telah menyediakan data yang lengkap dan akurat
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan|
Komisaris,

10) [Pengambilan keputusan iapat Dircksi vang bersifat Pengambilan Keputusan telah dilakukan dengan
strategis dilakukan berdasarkan musyawarahh mufakat, musyawarah mufakat

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai keterituan yang berlaku dengan| Vv
mencantumkan  dissenting  opinion jika  terdapat
perbedaan pendapat.

11) |Dircksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Direksi tidak menggunakan kepentingan BPR untuk
pribadi, keluarga, danfatau pihak lain yang dapat kepentingan pribadi

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari| v
BPR, sclain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS,

12) |Anggota Dircksi membudayakan pembelajaran  secara Pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan SDM
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dilakukan secara berkelanjutan

lentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
hidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnva pada selurub tingkatan
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan v
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas mdividu.

13) [Anggota Direksi mampu mengimplementasikan Dalam unplementasi Kompetensi mesih terus ditingkatkan

¢ [kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas L
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian,

14) |Dircksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata Direksi telah memiliki Joh Diskripsi
tertib  kerja  anggota  Dircksi  yang paling  sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2lex3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 6 0 0 Q

Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan =
(S): 8 1,375

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 055
Kelola (S): 40% i




R ———————————

_Skala Pencrapan
Kriteria/Indikator 8B | B | CB | KB

kete.rlugm

ald]

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direlsi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi menyusun Laporan F'f.-rmnggungjawaban Tahunan
kepada pemegang saham melalui RUPS, ¥

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai Dircksi mensosialisasikan kebijakan kepegawaian
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat
didokumentasikan dengan baik, termasulk pengungkapan
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi,

18) [Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan Peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam peningkatan Aset

pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan b
yang dihadapi BPR, dan pencapaian  hasil  sesuai)
ekspektasi stakeholders,

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Akan dipenuhi
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
dan 1 (satu) kantor media atau majalah ckonomi dan ¥
keuangan sesuai ketentnan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|cx3|dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurub Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi Jumlah pertanyaan 1.8
(S): 5 '

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.18
Kelola (S): 10% '

Penjumlahan S + P+ H 1,23

Total Penilaian Faltor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 0.25




@ ———

No

Skala Penerapan

Kriteria/Indikator ) 8B | B | cB

KB

1 2 3

4

g

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Btrulttur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0 M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang,.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
nra.ng.

Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan

2) [Jumlah anggota Dewan Komisars tidak melampaui
jumlah Anggota Dircksi sesuai ketentuan.

Jumlah Direksi 3 orang dan Dewan Komisaris hanya 1
orang

3) |Selunih anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota  Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan  Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Seluruh Dewan Komisaris telah Julus Fit and Proper Test
dan telah di-RUPS-kan

4) [Paling  sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain vang berbatasan| V
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Semua Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama
dengan Kantor Pusat

5) [BPR memiliki Komisaris Independen:

@ Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
RpB80.000.000.000,00 (delapan pulub milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiak) dan| ¥
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan pulul
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Telah disusun dan dimiliki

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai|
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
ataun BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat| v
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2
BPR/BPRS

8) |Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak  memilikil
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau| V
Direksi.

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Dircksi dan/atan  pemegang saham
pengendali  atau  hubungan  lain yang  dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk  bertindak
indepencen

Tidak memiliki Komisaris Independen

Jumlah jawaban paca Skala Penciapan ax1l]lbx2|cx:

d x4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 9

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%




_ Skala Penerapan

Kriteria/Indikator =

-

CB

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

_B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

5

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sertal
memberikan nasihat  kepada Dircksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kchati-hatian.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan
pemeriksaan secara periodik

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana)
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan,

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan yang
bersifat operasional BPR

13)

Dewan Komisaris mewastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, danfatau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Dureksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan,

Sudah dilaksanakan

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyclenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal 3 bulan sckali

Pengambilan keputusan rmapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau  sesuai
ketentuan  yang  berlaku dengan  mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Keputusan Rapat Komisaris dilakukan dengan
musyvawarah mufakat

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menenma keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS,

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Durcksi yang membawabkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax 1

bx2

cx3

d x4

ex5[

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

12

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(s): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions vang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada selurub
anggota Dewan Komisaris.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen
Rapat

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

e x5 [hn

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan
Kelola (8): 10%

Infrastruktur Tata

0,20

Penjumlahan S + P + H

1,46

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bohot Faktor 2

0,22




Kriteria/Indikator

Kelengkapan dan Pelal ‘Tugas atau Fungsi Komite

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantan
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axllbx2lcex3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Kelola (S): 50%

Total nilai untuk selunih Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 0,00
(8): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00

B. Proses Penerapan Tata Keloln {P)

2} [Komite Audit melakukan cvaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

3) [Komite Pemantan Risiko melakukan cvalias terhadap
pencrapan fungsi manajemen risiko.

4] |Dewan Komisaris memastikan  bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedomman dan tata tertib kenja.

Jumlah jawaban pada Skala Pe nerapan

axl|lbx2|cx3|dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastraktur Tata
Kelola (S): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) |Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axllbx2|ex3|dx4|exs]

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 0,00
(S): 1 '
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 10% '
Penjumlahan S + P + H 0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0,00




B3

Penanganan Benturan Kepentingan
A. SBtruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan  prosedur Sudah ada
penyelesaian mengenai  benturan kepentingan  yang)
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk

administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan ¥
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan ax1|bx2|cx3|dx4|ex5]

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan S Gy : 2 !

Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan 2 |

Perhitungan rmata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan ‘ 2.00 i
(S): 1 !

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

1,00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) |
2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Sudah dilaksanakan |
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak

mengambil  tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi o
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2|cx3|dx4]|exSf " = .-

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(8): 1 %

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 40% 0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3] |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atan Dalam penataan

mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. ¥

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2fex3|dx4|ex5

Hasil perkaliz tuk masing-masing Skala Penera

Astl perkalian unti masing-m ASINg 1 Fencrapan o 2 0 0 o
Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
0,20
(S): 1
Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastruktur Tata) 200

Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P+ H 2,00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 —




No Kriteria/Indikator 8B . Keterangan
1 i
5 |Penernpan Fungsi Kepatuhan
A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)
1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Independe
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
¢. mampu bekerja secara independen. ¥
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar ruplah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.
2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Direktur Kepatuhan telah memahami ketentuan
memahami  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan dan
peraturan  perundang-undangan lain yang berkaitan ]
dengan perbankan.,
3) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah dilaksanakan dengan penunjukan Pejabat Eksekutif
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atan fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari v
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  dilakukan dengan
menunjuk  Pejabat  Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
4] [Satuan kerja kepatuhan atan Pejabat  Eksekutif yang Sudah dilaksanakan
menangani  fungsi  kepatuhan menyusun danjatau
mengkinikan pedoman  kerja, sistem, dan prosedur ¥
kepatuhan.
5] |BPR  memiliki  ketentuan  intern  mengenai tugas, Sudah ada
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi »
kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1ibx2jcx3({dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan : s o o o
Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1,80
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.90
Kelola (S): 50% ¥




Skala Penerapan
Kriteria/Indlkator 5 | B | cB | KB | T8 Haterengm

1 2 3 4 5

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Telah menetapkan ketentuan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Kenangan dan otoritas lainnya.

7) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Telah dilakukan pelatihan dan sosialisiasi
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan v
pelatihan ketentuan terkini.

8) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Sudah dilaksanakan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap|
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas
Jasa  Keuangan termasuk melakukan  tindakan
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau v
keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

9) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Sudah dilaksanakan
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan L
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

10) |Satnan kerja kepatuhan atan Pejabat Eksekutif yang Sudah dilaksanakan
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ataun
merekomendasikan  pengkinian  dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar scsuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|ex3|dx4|exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 8 3 0 0

Total nilai untuk scluruh Skala Pencrapan 11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

Dikali dengan bobot Struktir dan Infrastruktur Tata 0.88
Kelola (S): 40% 5

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR berhasil menurunkan tingkal pelanggaran terhadap Dilakukan secara bertahap
ketentuan.

12) |Anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatuban Akan dilaksanakan
menyampaikan laporan pelaksanaan tigas dan tanggung
jawah secara berkala kepada Dircktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi vang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

13) [Anggota Dircksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Akan dilaksanakan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan
Direksi yang menyimpang dar peraturan Otoritas Jasa,
Keunangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Pecnerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
S): 3 2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastiuktur Tata 3
Kelola (S): 10% 0,20

Penjumlahan S + P+ H 1,98

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 0.20




No

Kriteria/Indikator

6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Btruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksckulif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Sudah memiliki SKAI

2)

SKAl atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan  mengkinikan pedoman kerja serta  sistem  dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Sedang dalam proses penyusunan pengkinian pedoman

3)

SKAI atau Pejabat Eksckutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

Sudah dilaksanakan

1

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jewab langsung kepada Direktur Utama.

Sudah dilaksanakan

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.

Dalam proses penyusunan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 5

1,60

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,80

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang sccara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

Sudah dilaksanakan

7)

BPR dengan modal inti paling  sedikit
Rp50.000.000,000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit]
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

Sudah dilaksanakan

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

Sudah dilaksanakan

9)

BPR melaksanakan peningkatan mum  keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

Pelatihan berkala

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan mta-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(s): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan
Kelola (S): 40%

Infrastruktur Tata




No| = : e xm.wmun

6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) [SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern  telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Dircksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

Sudah dilaksanakan

11) [BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intem dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah dilaksanakan

12) |BPR dengan modal inti paling  sedikit
Rp50.000.000.000,00 {lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ckstern kepada Otoritas Jasa Kenangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan,

Sudah dilaksanakan

13) [BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR  menyampaikan laporan  pengangkatan  atau
pemberhentian  Kepala SKAI kepada Otoritas  Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar rupiah):

BFR  menyampaikan laporan  pengangkatan  atau
pemberhentian Pejabat Eksckutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intemn kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai  ketentuan Otoritas  Jasa
Keuangan.

sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk scluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(5): 4 .
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% y
Penjumlahan S + P + H 1,60

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0,16




; ..o .. 4 SkalaPenerapan
No| Kriteria/Indikator e8| B [ cB | K8
1 2 ‘3 4

afd]

7 |Pencrapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan RKantor Telah dilaksanakann sesuai kelentuan
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas,
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional

v
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2|cx3|dx4|ex5)

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(S 1 d

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

,S0
Kelola (S): 50% 9

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Telah dilaksanakann sesuai ketentuan
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta mewmperoleh persetujuan|
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Telah dilaksanakann sesuai ketentuan
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2lex3|ldx4]ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.00
(S): 2 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.40
Kelola (S): 40% s
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4)  |Hasil audit dan Management Letter tclah menggambarkan Telah dilaksanakann sesuai ketentuan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan raang Tclah dilaksanakann scsuai ketentuan
" lingkup audit schagaimana diatur dalam ketentuan| o
Otoritas Jasa Kenangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2jcx3|dx4|ex5
Hasil perkalis tuk masing-masing Skala Penerapar
asil perkalian untu! masing Sing a enerapan 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1,00
(8): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% ,
Penjumlahan S + P+ H 1,00

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 0.03




T

Kriteria/Indikator

8B

Skala Penerapan

CB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR  dengan modal  inti paling  sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan pulub
milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

2)

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksckutif yang
bertanggung Jjawab terhadap  penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

Dijabat plch Pejabat Eksekutif

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Telah memiliki Pedoman Kebijakan

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secarma tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Telah memiliki Pedoman

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

exS|

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurub Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%




_Bkala Penerapan
No Kriteria/Indikator - sB | B [ce [ k8 | T8 ; Keterangan
X 2 3 4 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) | Dircksi Telah disusun dan dievaluasi
a  menyusun Kkebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan v
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris : Telah menyetujui Pedoman Kebijakan
4. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan v
¢. mengevaliasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

6) [BPR  melakukan proses identifikasi, pengukuran, Telah dilakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh v
faktor Risiko yang bersifat material.

7) |BPR mencrapkan sistem pengendalian  intern  yang Telah memiliki Pengndalian Intern
menyeluruh. v

8) [BPR menerapkan madnajemen risiko atas scluruh risiko Telah dilaksanakan
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa v
Keuangan.

9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu Telah tersedia
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v

10) |Direksi telah melakukan pengembangan  budaya Dilakukan secara bertahap
manajemen 1isiko pada selurub jenjang organisasi dan
peningkatan  kompetensi SDM  antara  lain melalui v
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai  manajemen
risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2lex3|dx4fexs] : ;
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan : 12 o o o =
Total nilai untuk sehiruh Skals Penerapan 13
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

1,86
! (8): 7

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.74
Kelola (S): 40% §

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11} [BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain Telah menyusun dan melaporkan

(iika  ada) yang dilaporkan kepada  Otoritas  Jasa
Kenangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

12) |BPR menynsun laporan produk dan aktivitas bam yang Telah dilaksanakan |
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Kenangan sesuai v
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2lex3|dx4|[exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
1 2 0 0 (¢]

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan -

X : ’ 1,50
(8): 2
Dikali dengan hobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.15
Kelola (S): 10% 15
Penjumlahan S + P+ H 1,73

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 617




- Skala Penerapan
Kritera/Indikator {88 [ B [cB [ ks |

ald

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur] Sudah dilaksanakan
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring  dan| v
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

JumlahjawahanpadaSkalaPcncmpau ax1|bx2|cx3|dx4a

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan.
(S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata

Kelola (8): 50% Lao
B, Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) |BPR secara berkala mengevaliasi dan mengkinikan Sudah dilaksanakan dengan merevisi Pedoman Kebijakan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan - Perkreditan
dengan peraturan perundang-undangan.
3] [Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait Sudah dilaksanakan
dan/atan  pemberian  kredit hesar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan tentang BMPK dan v
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan,
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1/bx2jcx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penicrapan 0 4 0 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
- . 2,00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80

Relola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)  |Laporan pemberian kredit olch BPR kepada pihak terkait Sudah dilaksanakan
danfatau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat N
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai Sudah dilaksanakan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. i
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axllbx2|lex3|dx4|lex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 200
(8): 2 ,

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 10% 0,20

Penjumlahan S + P + H 2,00

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 0.18




10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui olch Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR.

Sudah dilakasanakan

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
dengan  cakupan sesuai  ketentuan Otoritas  Jasa
Keuangan.

Sudah dilakasanakan

3

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh)
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya,
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur,

Belum sepenuhnya didukung pemegang saham

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

b x 2

cxd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyasan
(S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan I[nfrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Pr

oses Penerapan Tata Kelola (P)

ki)

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:

a. [aktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang schat dan prinsip kehati-hatian;
dan

¢. penerapan manajemen risiko.

Sesuai dengan ketentuan

S)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap)
pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tatal
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

|Sudah dilaksanakan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 1 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% .

Penjumlahan S+ P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor| 0,15
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 Skala Penerapan

No Kriteria/Indlkator Keterangan

11 Transparansi kondisi keunangan dan non keuangan, serta
A. Strultur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1) |Tersedianya sistem pelaporan  kenangan dan  non Kemampuan SDM masih pertu ditingkatkan
keuangan yang didukung oleh  sistern  informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber  dava  manusia  vang  kompeten  untuk v
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh

Jumlab jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2|lex3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(8)i 1 '

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2} |BPR menynusun laporan kenangan publikasi setiap Sudah dilaksanakan
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

1,00

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling Sudah dilaksanakan
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan  keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi
dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4) |BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai Sudah dilaksanakan
produk, layanan dan/atau penggunaan data pasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara v
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata Sudah dilaksanakan
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam v
' ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1llbx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4 1,50
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tatal 0.60
Kelola (S): 40% '
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :
6) |Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi Sudah dilaksanakan
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

;u Laporan  penanganan pengaduan dan penyelesaian sudah dilaksanakan
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
| pelayanan dan penyclesaian pengaduan  disampaikan
sesual ketentuan secara tepat wakitu,

Jumlah jawahan pada Skala Penerapan ax1jbx2lex3ldx4|exs
I | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3

Perhitungan mata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
1,50

| (S)- 2

Dikali dengan hobot Struktur dan Infrastruktur Tata i

Kelola (S): 10% o

Penjumlahan S + P + H 1,75

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor, 0.13
11 ]




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 < 3 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0,25| 0,22 0,20 0,20 0,16 0,03| 0,17| 0,15 0,15| 0,13 1,65
Predikat Komposit Sangat Baik

Dibandingkan Penilain sebelumnya, penilian Tata Kelola Tahun 2019 mengalami sedikit
peningkatan oleh karena telah terpenuhinya Jabatan Direksi. Namun di sisi yang lain
Keanggotaan Dewan Komisaris masih kurang. Hal ini menjadi catatan penting bagi
Manajemen untuk mengusulkan kembali kepada para Pemegang Saham agar segera
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